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ABSTRAK

NINDYA NAJMA, 022117244. Peran Audit Internal Terhadap Transparansi
Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. Dibawah bimbingan : H. AKHSANUL HAQ dan
YAN NOVIAR ,2021.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan audit internal dalam mendorong
penerapan asas transparansi pengelolaan dana siap pakai, dan tindak lanjut BPBD
terhadap rekomendasi audit internal terkait transparansi pengelolaan dan siap pakai.
Studi dalam penelitian ini dilakukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Bogor. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang
diberikan kepada staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor
dan wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Penanganan
Darurat Covid-19 di wilayah Kota Bogor. Kuesioner disebar sebanyak 40, namun
yang dapat digunakan untuk pengolahan data hanya sebanyak 25 karena adanya
kriteria tertentu. Data diolah dengan menggunakan MS.Excel dan SPSS Versi 25, uji
kualitas data diolah dengan uji validitas dan uji reliabilitas, uji hipotesis dengan uji t.
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa audit internal berperan penting dalam
mendorong penerapan transparansi pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor.

Kata kunci : Audit Internal, Transparansi Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP)
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (natural disaster) maupun oleh ulah
manusia (man-made disaster). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara
lain bahaya alam (natural hazards) dan bahaya karena ulah manusia (man-made
hazards) yang menurut United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR,
2009), dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (geological hazards), bahaya
hidrometeorologi  (hydrometeorological hazards), bahaya biologi (biological
hazards), bahaya teknologi (technological hazards) dan penurunan Kkualitas
lingkungan (environmental degradation) Kerentanan (vulnerability) yang tinggi dari
masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/ kawasan yang berisiko
bencana Kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat.

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada
pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia,
lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur
Indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau
Sumatera, Jawa sampai Nusa Tenggara, Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan
vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi
tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi,
gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia
merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia,
lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat (Arnold, 1986).

Gempa bumi yang disebabkan karena interaksi lempeng tektonik dapat
menimbulkan gelombang pasang apabila terjadi di samudera. Dengan wilayah yang
sangat dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik ini, Indonesia sering
mengalami tsunami. Tsunami yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan
oleh gempa-gempa tektonik di sepanjang daerah subduksi dan daerah seismik aktif
lainnya (Puspito, 1994). Selama kurun waktu 1600-2000 terdapat 105 kejadian
tsunami yang 90 persen di antaranya disebabkan oleh gempa tektonik, 9 persen oleh
letusan gunung berapi dan 1 persen oleh tanah longsor (Latief dkk, 2000). Wilayah
pantai di Indonesia merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana tsunami terutama
pantai barat Sumatera, pantai selatan Pulau Jawa, pantai utara dan selatan pulau-
pulau Nusa Tenggara, pulau-pulau di Maluku, pantai utara Irian Jaya dan hampir
seluruh pantai di Sulawesi. Laut Maluku adalah daerah yang paling rawan tsunami.
Dalam kurun waktu tahun 1600-2000, di daerah ini telah terjadi 32 tsunami yang 28
di antaranya diakibatkan oleh gempa bumi dan 4 oleh meletusnya gunung berapi di
bawah laut.

Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas
dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup



ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan
dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimiawi, menghasilkan
kondisi tanah yang subur. Sebaliknya, kondisi itu dapat menimbulkan beberapa
akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir,
tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan. Seiring dengan berkembangnya
waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung
semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana
hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi secara silih
berganti di banyak daerah di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) menyebutkan bahwa pada tahun 2006 di Indonesia telah terjadi beberapa
bencana alam yang terdapat di beberapa daerah, yaitu bencana tanah longsor dan
banjir bandang di Jember, Banjarnegara, Manado, Trenggalek dan beberapa daerah
lainnya. Meskipun pembangunan di Indonesia telah dirancang dan didesain
sedemikian rupa dengan dampak lingkungan yang minimal, proses pembangunan
tetap menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem. Pembangunan
yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam (terutama dalam skala
besar) menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan
mayarakat. Dari tahun ke tahun sumber daya hutan di Indonesia semakin berkurang,
sementara itu pengusahaan sumber daya mineral juga mengakibatkan kerusakan
ekosistem yang secara fisik sering menyebabkan peningkatan risiko bencana.

Pada sisi lain laju pembangunan mengakibatkan peningkatan akses masyarakat
terhadap ilmu dan teknologi. Namun, karena kurang tepatnya kebijakan penerapan
teknologi, sering terjadi kegagalan teknologi yang berakibat fatal seperti kecelakaan
transportasi, industri dan terjadinya wabah penyakit akibat mobilisasi manusia yang
semakin tinggi. Potensi bencana lain yang tidak kalah seriusnya adalah faktor
keragaman demografi di Indonesia. Badan Pusat Statistik mempublikasikan sebuah
buku yang berjudul Statistik Indonesia 2004 yang menyebutkan bahwa, jumlah
penduduk Indonesia pada tahun 2004 sebesar 217,9 juta jiwa yang terdiri dari
beragam etnis, kelompok, agama dan adat-istiadat. Keragaman tersebut merupakan
kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain. Namun karena
pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan kebijakan dan
pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur yang merata dan memadai, terjadi
kesenjangan pada beberapa aspek dan terkadang muncul kecemburuan sosial.
Kondisi ini potensial menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat yang dapat
berkembang menjadi bencana nasional.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia termasuk dalam
negara yang rawan akan bencana alam, dan guna mengantisipasi hal tersebut, maka
dibentuklah lembaga pemerintahan nonkementrian vyaitu Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bertugas membantu Presiden Republik
Indonesia dalam melakukan penanggualangan bencana sesuai dengan amanat
Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tetang Penanggulangan Bencana. Lembaga
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terbentuk tidak terlepas dari



perkembangan penanggulangan bencana pada masa kemerdekaan hingga bencana
alam berupa gempa bumi dahsyat di Samudera Hindia pada abad 20. Sementara itu,
perkembangan tersebut sangat dipengaruhi pada konteks situasi, cakupan dan
paradigma penanggulangan bencana. Melihat kenyataan saat ini, berbagai bencana
yang dilatarbelakangi kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis
mendorong Indonesia menciptakan visi untuk membangun ketagguhan bangsa dalam
menghadapi bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa musim
penghujan dapat menjadi pemicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti tanah
longsor dan banjir ditambah beberapa faktor seperti lingkungan yang tidak terawat
dengan baik, alih fungsi hutan pegunungan, dan budaya membuang sampah
sembarangan. Curah hujan yang tinggi dan adanya pasang naik air laut, menjadi
faktor alam yang sangat mempengaruhi terjadinya bencana banjir. Berdasarkan nilai
kerugian yang ada dan frekuensi kejadian bencana banjir, terlihat bahwa adanya
peningkatan yang cukup berarti dan signifikan. Menurut siklus manajemen bencana,
prinsip mencegah suatu bencana adalah memperkuat sistem mitigasi dan
kesiapsiagaan. Keduanya dilaksanakan dan disiapkan sebelum terjadinya bencana.
Artinya, seluruh masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap potensi-
potensi bencana di sekitarnya. Seperti bencana banjir dan longsor yang terjadi di
Kelurahan Tanah Baru, Bogor Utara. Menurut Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota
Bogor, Theofilo Patrocinio Freitas (2021), menyebut penyebab utama banjir dan
longsor di wilayah tersebut karena curah hujan yang sangat tinggi. Bencana tersebut
juga dipengaruhi pertemuan arus sungai ciliwung atau aliran air yang menyebabkan
air tertahan ke hilir dan meluap ke wilayah di sekitarnya.

Melihat Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang termasuk ke dalam
kategori rawan bencana, makna pemerintah Indonesia, menyadari bahwa Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak akan bisa mengatasi permasalahan
bencana tersebut tanpa diperkuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
yang fokus di daerah baik provinsi maupun. Dimana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) yang melaksanakan tugas dengan berpedoman pada
kebijakan yang ditetapkan oleh BNPB. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No.46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah.

Pemerintah melalui BNPB dan BPBD bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana pada status
keadaan darurat bencana harus dilakukan secara cepat yang menuntut pengambilan
keputusan secara cepat dan tepat pula untuk mencegah atau mengurangi jatuhnya
korban jiwa serta meluasnya dampak bencana. hal tersebut memerlukan fasilitas
pendukung yang memadai, agar dapat mengurangi serta meminimalkan penderitaan
korban bencana. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana No.6 A Tahun 2021, menyatakan bahwa dana siap pakai digunakan sesuai
kebutuhan penanganan darurat pada status keadaan darurat bencana yang dibagi



dalam tiga jangka waktu, yaitu: Status siaga darurat bencana, Status tanggap darurat
bencana, dan Status transisi darurat bencana ke pemulihan,

Dalam keadaan darurat, dana siap pakai (DSP) adalah salah satu fasilitas yang
selalu tersedia dan dicadangkan pemerintah. Dalam rangka pencairan dana
penanggulangan bencana konvensional, memerlukan jangka waktu tertentu yang
tidak sesuai untuk diterapkan dalam keadaan darurat bencana. oleh karena itu,
pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan dana siap pakai (DSP) yang
digunakan pada status keadaan darurat bencana, sebagaimana dimaksudkan dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu
status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh
pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi
tugas untuk menanggulangi bencana. Dalam hal status keadaan darurat bencana
ditetapkan, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki kemudahan akses. Tanggung
jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi
pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai
(DSP). Pada saat tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
menggunakan dana siap pakai (DSP) yang disediakan oleh pemerintah dalam
anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Dan siap pakai (DSP) hendaknya digunakan secara efektif dan efisien. Untuk
menghindari kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanannya, penggunaan dana
siap pakai (DSP) harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai prinsip
akuntabilitas dan transparansi yang berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan
Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana. Di daerah tingkat 11, salah
satu badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan
bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kepala BPBD atau
BNPB mengusulkan seorang pejabat yang selanjutnya ditunjuk oleh Pemerintah atau
Pemerintah Pusat menjadi Komandan Tanggap Darurat Bencana yang bertugas
melaksanakan fungsi komando yaitu, memerintahkan sektor atau lembaga dalam satu
komando guna pengerahan sumber daya manusia. Begitupun untuk BPBD Kota
Bogor berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Barat di tingkat provinsi, serta
BNPB di tingkat nasional. BPBD Kota Bogor menjalankan tugas pokok dan fungsi
berdasarkan Peraturan Daerah Bogor Nomor 1 Tahun 2018, Perwali 81 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Perangkat daerah. Kepala BPBD menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur
pelaksana dan menjalankan tugas kepala BPBD sehari-hari. Dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi nya, kepala pelaksana dibantu oleh Sekretariat, Seksi
Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Kedaruratan dan Logistik, Seksi Rehabilitasi
dan Rekonstruksi, dan kelompok jabatan fungsional. Kegiatan penanggulangan
bencana secara nasional harus dipastikan berjalan efektif dan efisien. Jika sudah
berjalan efektif dan efisien, maka di harapkan kegiatan tersebut dapat berjalan
berkelanjutan agar permasalahan bisa di selesaikan secara tuntas.



Sedangkan untuk mengawasi BPBD dalam mengelola dana penanggulangan
bencana yang diberikan BNPB dalam bentuk hibah dana siap pakai (DSP), maka
diperlukan adanya audit internal yang berperan memeriksa kegiatan akuntansi dan
keuangan, dan juga dalam pelaksanaan program kegiatan lainnya di BPBD yang
dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Republik Indonesia No.02 tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
Sehubungan dengan penggunaan dana tersebut, audit internal memiliki peran penting
dalam memastikan bahwa pengelolaan dana sampai pada tahapan
pertanggungjawaban keuangan yang difasilitasi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sudah
dilaksanakan dengan benar dan sesuai SOP sehingga dapat dipertanggungjawabkan
dan penggunaan dana menjadi akuntabel, dan tepat sasaran. Sebagaimana yang
didefinisikan dalam Statements of Responsibilities of Internal Auditor yang
diterbitkan oleh 1A (1957), bahwa tujuan audit internal adalah untuk membantu
anggota organisasi melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk mencapai
tujuan ini, staf audit internal diharapkan dapat melengkapi organisasi dengan
analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi, dan informasi tentang kegiatan yang
ditelaah.

Hiro Tugiman (2006) menyatakan bahwa, Internal audit bertujuan membantu
anggota organisasi agar dapat menjalankan tugas dengan efektif. Dalam aktivitas
internal audit berusaha melakukan analisis dan memberikan berbagai saran dan
penilaian. Proses pemeriksaan audit meliputi pengawasan yang efektif dengan cost
yang normal. Maka dapat disimpulkan bahwa audit internal sangatlah penting bagi
organisasi dalam menjalankan tugasnya agar dapat berjalan dengan efektif.
Sedangkan Sukrisno Agoes (2004), menyatakan bahwa audit internal akan sangat
membantu manajemen perusahaan melaksanakan tugas melalui analisa, penilaian dan
pemberian saran serta masukan tenaga aktivitas atau program yang termasuk dalam
pemeriksaan. Audit adalah suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti tentang
informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi dengan
kriteria yang berlaku. Audit umunya dilakukan terhadap laporan keuangan, berbagai
catatan pembukuan, serta bukti pendukung yang dibuat oleh manajemen perusahaan.
Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak
(independen) yang disebut auditor. Audit memiliki beberapa jenis yaitu audit
keuangan, audit operasional, dan audit investigasi. Sementara Mulyadi (2002),
menyatakan bahwa Internal Audit adalah pelaksana audit/auditor yang menjalankan
tugas di dalam perusahaan untuk mengetahui sejauh mana prosedur dan kebijakan
yang telah dibentuk sebelumnya dipatuhi, menetapkan apakah pengelolaan akan aset
organisasi/perusahaan sudah dilaksanakan dengan baik, menetapkan seberapa efektif
dan efisien dari prosedur kegiatan organisasi/perusahaan, serta menilai
keefektivitasan informasi yang diproduksi oleh tiap unit di dalam
organisasi/perusahaan.

Sejak tahun 2016, unit Inspektorat Utama BNPB mulai menerapkan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Inspektorat Utama BNPB.
Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, Drs.Bintang Susmanto,Ak,MBA selaku



Inspektur Utama menjelaskan bahwa SPIP adalah tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan penerapan SPIP, yakni
tercapainya tujuan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
pengamanan aset negara, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap
peraturan perundangan.

Berdasarkan peraturan kepala BNPB No.1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja BNPB, Inspektorat Utama BNPB mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BNPB.
Inspektorat Utama BNPB melaksanakan kegiatan validasi dan klarifikasi hasil
pengawasan operasional audit bersama (joint audit) antara Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta beberapa pihak
terkait lainnya yang bertujuan bahwa hasil penggunaan dana penanggulangan
bencana dapat memenuhi kategori transparansi, akuntabel, tertib administrasi, dan
tepat sasaran. Pada konteks tesebut, BNPB dengan dukungan BPKP
menyelenggarakan Rapat Pembahasan Validasi Hasil Pengawasan Operasional Join
Audit BNPB dengan BPKP periode 2015, yang berlangsung di Yogyakarta pada 4 —
7 November 2015. (Sumber data : Website BNPB)

Pemerintah Kota Bogor mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam empat tahun berturut-
turut (2016-2019) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah Daerah
mengganggarkan penerimaan hibah pada lain-lain pendapatan dalam APBD.
Pemerintah Daerah menganggarkan penggunaan hibah sebagai belanja dalam APBD
berdasarkan SPPH dan RKA, serta mencantumkannya dalam DPA Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai penerima hibah. Dalam Ikhtisar
Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2019 yang dilakukan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat, tercantum dalam
gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Bogor tahun 2019,
ditemukan adanya nilai selisih lebih pada lain-lain pendapatan dan belanja dalam
APBD yang terealisasi.

Dalam pengelolaan APBD jika di antara perencanaan dengan realisasinya
mengalami perbedaan yang material, maka perlu dijelaskan dalam laporan realisasi
anggaran untuk memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana yang telah ditetapkan
oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari
pelaporan realisasi anggaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintahan. Jika realisasi anggaran dari
hibah dana siap pakai (DSP) terdapat nilai selisin lebih maka BPBD harus
melakukan pengembalian dana sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Kepala
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman
Penggunaan Dana Siap Pakai pada Stratus Keadaan Darurat Bencana.

Memasuki akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan adanya pandemi Covid-
19 yang merupakan bagian penyakit koronavirus. Penyakit ini disebabkan oleh
koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2). Kasus positif Covid-
19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang



terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April,
pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa
Tengah sebagai provinsi paling terpapar SARS-CoV-2 di Indonesia. Sampai tanggal
27 September 2021, Indonesia telah melaporkan 4.209.403 kasus positif menempati
peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Presiden Joko Widodo secara resmi
menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Penetapan itu dinyatakan melalui
Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Keputusan tersebut mulai berlaku pada
tanggal penetapan, yaitu Senin, 13 April 2020.

Guna menanggulangi bencana nasional tersebut, pemerintah melalui Keputusan
Presiden No.9 tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden No.7 Tahun
2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) melalui sinergi antar kementrian/lembaga dan pemerintah daerah,
dimana dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) langsung
merespon keputusan presiden tersebut dengan menetapkan status keadaan darurat
bencana terhadap bencana wabah virus Corona dalam Keputusan Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan
Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana wabah penyakit akibat virus Corona di
Indonesia. Sesuai dengan keputusan tersebut, dinyatakan bahwa segala biaya yang
dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Dana
Siap Pakai (DSP) yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dalam rangka membantu mengurangi penyebaran Pandemi Covid-19 yang terjadi
dan mendorong setiap Pemda di Indonesia, Pemerintah Kota Bogor bekerja sama
dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membangun rumah sakit
lapangan (RSL) untuk pasien Covid-19. Rumah sakit ini juga menangani pasien
terkonfirmasi positif tanpa gejala, tetapi dengan komorbid atau penyakit penyerta.
Pasien dengan komorbid diisolasi di rumah sakit lapangan karena harus ada
pengawasan khusus oleh tenaga kesehatan. Berdasarkan kontrak, BNPB membiayai
RS Lapangan Kota Bogor selama tiga bulan, mulai 18 Januari hingga 18 April 2021
(Sumber data: metro.tempo.co). Penyelenggaraan rumah sakit lapangan (RSL) telah
diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/230/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit
Lapangan/Rumah Sakit Darurat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).

Namun dalam pelaksanaannya, BPBD Kota Bogor belum menyelesaikan
kewajiban pembayaran kepada beberapa pihak. Seperti yang terjadi pada hari Senin,
19 April 2021, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Sakit Lapangan Kota
Bogor, Ari Priyono memaparkan mengenai belum dibayarnya alat kesehatan (alkes)
di RS darurat ke pihak penyedia barang. Ari memerinci, biaya yang harus
dikeluarkan untuk melunasi semua pembayaran alkes tan dan obat-obatan di RS
Lapangan Kota Bogor mencapai Rp 5,6 miliar. Dia menjelaskan, belum
dibayarkannya alat kesehatan dan obat-obatan tersebut lantaran pencairan uang dari
pemerintah pusat belum terselesaikan semuanya. Dari Rp 14,6 miliar anggaran yang
seharusnya diterima oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk mendirikan RS



Lapangan, jumlah dana yang sudah dicairkan baru sebesar Rp 9 miliar.
Keterlambatan pencairan dana itu tidak ada kaitannya dengan proses pengadaan
alkes di Kota Bogor. Kejadian itu tidak hanya terjadi di Kota Bogor, namun juga
termasuk pada beberapa RS Lapangan yang pembangunnanya menggunakan
anggaran Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB). (Sumber data
republika.co.id)

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arif setiawan Kasri (2017)
dengan judul “Peran Audit Operasional Dalam Meningkatkan Efektivitas
Pengelolaan Dana Siap Pakai Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara” diperoleh hasil bahwa
pengujian hipotesis bisa diterima. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis
peran audit operasional dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana siap pakai
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Utara Provinsi
Sulawesi Tenggara. Penelitian sebelumnya menggunakan data anggaran Dana Siap
Pakai (DSP) tahun 2015, sedangkan penelitian ini menggunakan data anggaran Dana
Siap Pakai (DSP) tahun 2020-2021 yang dibebankan untuk biaya Rumah Sakit
Lapangan dalam penanganan Covid-19.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jelas mengenai
mekanisme dan aktivitas pengembalian dana yang bisa ditelusuri dari pengumpulan
dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat
kesesuaian informasi dengan kriteria yang berlaku sebagai bagian dari audit internal
yang terkait dengan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota
Bogor. Peneliti juga tertarik untuk mengetahui lebih jelas mengenai masalah
pencairan dana yang mengalami keterlambatan. Untuk itu penelitian ini akan diolah
dengan judul “PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP TRANSPARANSI
PENGELOLAAN DANA SIAP PAKAI (DSP) PASCA BENCANA PADA
BADAN PENANGGUNALANGAN BENCANA DAERAH KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT™.

1.2 ldentifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka identifikasi

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor sebagai badan
pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan
bencana di daerah melaksanakan penanggulangan pasca bencana dengan
bantuan dana hibah yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah) ataupun APBN melalui BNPB berupa Dana Siap Pakai
(DSP). Jika dalam laporan